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dapat peneliti berikan. 
Keberhasilan  peneliti   dalam  menyusun  skripsi  ini  tidak  terlepas   
dari dukungan dan bantuan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati peneliti ingin 
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bantuan, dukungan, maupun motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
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EQUALIZATION GROSS INCOME BETWEEN 
ANNUAL TAX RETURN OF INCOME TAX FOR FIRM AND 
PERIODIC TAX RETURN OF VALUE ADDED TAXES 






Penelitian ini dilaksanakan di PT Padma Pacific Sukses, Makassar. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bahwa peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Badan 
dan SPT Masa PPN yang dilaporkan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, untuk mengetahui cara ekualisasi peredaran usaha antara 
SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN setahun, dan untuk mengetahui 
faktor-faktor yang dapat menyebabkan perbedaan total peredaran usaha antara SPT 
Tahunan PPh Badan dan total penyerahan menurut SPT Masa PPN setahun. 
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan studi 
kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode descriptive-
comparative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan belum melaporkan 
peredaran usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, proses 
ekualisasi dilakukan dengan membandingkan Laporan SPT Masa PPN dengan 
Laporan SPT Tahunan PPh Badan, dan perbedaan peredaran usaha pada PT 
Padma Pacific Sukses disebabkan oleh uang muka dan laba atas penjualan aktiva 
tetap perusahaan. 
 
Kata Kunci: Ekualisasi, peredaran usaha, SPT Masa PPN, SPT Tahunan   PPh 
Badan 
 
This study was held at PT Padma Pacific Sukses, Makassar. The purpose of this 
study was to find out if the gross income towards annual tax return of income tax for 
firm and periodic tax return of Value Added Taxes that were reported have 
corresponded with the current regulations, to find out how the equalization of gross 
income between annual tax return of income tax for firm and periodic tax return of 
Value Added Taxes, and to find out the factors affecting the difference of the total 
gross income between annual tax return of income tax for firm and periodic tax return 
of Value Added Taxes. Data collection and literature study were used for this study. 
Descriptive-comparative method was used for data analysis method. The result of 
this study indicated that firm hasn’t yet reported their gross income in accordance 
with the curent regulations, equalization process was done by comparing annual tax 
return of income tax for firm and periodic tax return of Value Added Taxes, and gross 
income differrences at PT Padma Pacific Sukses were caused by down payment and 
gain from selling the firm’s fixed asset. 
 
Keywords: Equalization, gross income, periodic tax return of Value Added                                                                                 
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1.1 Latar Belakang 
       Menurut Undang–Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara  Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang No.28 tahun 2007 (selanjutnya disebut UU KUP 1984), 
“... pajak  adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 
sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.”  
 
Penerimaan pajak di Indonesia merupakan sumber penghasilan terbesar bagi 
negara. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan 
pemerintah, dibiayai dari pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Penerimaan 
dari sektor pajak selalu dikatakan sebagai primadona dalam membiayai 
pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2014 penerimaan 
sektor pajak mencapai 77% dari volume penerimaan negara. Peningkatan 
penerimaan pajak untuk beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1 
yang menunjukkan kontribusi pajak terhadap pendapatan negara pada tahun 
2011-2014. 
       Peningkatan penerimaan pajak akan memberikan dampak positif terhadap 
pembangunan negara sehingga pemerintah terus berupaya untuk memungut 
pajak semaksimal mungkin. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak sebagai 
budgetair. Pajak diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat 
untuk dimasukkan ke dalam kas negara dan digunakan sebagai penopang bagi 




dengan fungsinya, pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang 
sebagian besar dananya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah 




Realisasi Penerimaan Negara dari Sektor Pajak dan Bukan Pajak Tahun 





Perpajakan Bukan Pajak 
Nilai (%) Nilai (%) Nilai (%) 
2011 873,9 72% 331,5 28% 1.205,4 100% 
2012 980,5 74% 351,8 26% 1.332,3 100% 
2013 1.072,1 75% 349,2 25% 1.421,3 100% 
2014 1.280,4 77% 385,4 23% 1.665,8 100% 
Sumber: APBN, 2014 (diolah sendiri) 
 
 
       Pada tahun 1983 pemerintah menetapkan sistem self-assessment secara 
penuh dalam sistem pemungutan pajak Indonesia melalui Undang-Undang KUP 
1984 yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984 (Burton dan Ilyas, 2004:20). Self 
assessment merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajak sendiri 
menentukan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. 
Dalam hal ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat 
sendiri, yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. 
Sistem self assessment yang diatur dalam UU KUP diterapkan berdasar Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah 




(selanjutnya disebut UU PPh 1984) dan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ( selanjutnya 
disebut UU PPN 1984). 
 UU PPh mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek 
pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 
tahun pajak. Wajib pajak merupakan subjek pajak yang telah memenuhi 
persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
perpajakan (UU KUP1984, Pasal 2 ayat (1)). 
 UU PPN mengatur tentang pengenaan pajak atas konsumsi barang atau 
jasa yang dikonsumsi di dalam negeri atau daerah pabean (Ilyas 2012: 223). 
Pihak yang dibebani untuk membayar adalah konsumen sedangkan pihak yang 
diberi kewajiban untuk memungut PPN adalah penjual sebagai pihak yang 
menyerahkan barang dan atau jasa. PPN hanya dipungut terhadap pertambahan 
nilai barang yang timbul karena digunakan dalam faktor produksi pada setiap 
jalur usaha perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan,dan 
memperdagangkan atau pemberian jasa kepada para konsumen yang dilakukan 
perusahaan dalam lingkup usahanya. 
 Setiap pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
(PKP) wajib memungut PPN atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) 
atau Jasa Kena Pajak (JKP), kecuali apabila penyerahan BKP atau JKP 
dilakukan di luar daerah pabean atau penyerahan BKP atau JKP dilakukan 
kepada pihak yang ditunjuk menjadi pemungut PPN (wajib pungut PPN). Dalam 
transaksi dengan pemungut PPN, yang wajib memungut PPN atas pembelian 




 Pengenaan PPN di Indonesia didasarkan atas faktur, sehingga setiap 
penyerahan BKP atau JKP oleh PKP harus dibuatkan faktur pajak. Faktur pajak 
ini berfungsi sebagai bukti pungutan PPN dan atau PPnBM yang dibuat oleh 
PKP setiap melakukan penyerahan BKP atau JKP. PKP menyetorkan PPN ke 
kas negara hanya jika PPN keluaran lebih besar daripada PPN Masukan. 
Sedangkan, jika PPN Keluaran lebih kecil daripada PPN Masukan, kelebihan 
pembayaran ini dapat dikompensasikan untuk masa pajak selanjutnya atau 
diminta kembali (restitusi). 
       Dengan menggunakan metode self assessment, wajib pajak berkewajiban 
mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga 
melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Untuk dapat melaksanakan kewajiban 
perpajakan menggunakan metode self assessment, diperlukan pedoman untuk 
menghitung besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak badan dan wajib pajak 
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan 
melakukan pembukuan (Mardiasmo, 2011:144). Wajib pajak diwajibkan 
melakukan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 
informasi keuangan yang akan menghasilkan laporan keuangan berupa laporan 
posisi keuangan dan laporan laba rugi setiap tahun pajak berakhir.   
 Dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan SPT PPh 
Badan, wajib pajak seharusnya memastikan bahwa seluruh peredaran usaha 
(omzet) telah dilaporkan, dan sudah dipungut PPN-nya. Hal ini dilakukan sebagai 
antisipasi jika pemeriksaan pajak dilakukan oleh fiskus, maka wajib pajak dapat 
memberikan penjelasan. Tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan adalah 
memastikan bahwa wajib pajak telah menaati peraturan perpajakan yang 





 Proses ekualisasi pertama kali diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal 
Pajak No. KEP-29/PJ/1995 tentang Replikasi Sistem Informasi Perpajakan. 
Proses ekualisasi dalam pemeriksaan sendiri telah diperbaharui dan diatur dalam 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-04/PJ/2012 tentang Pedoman 
Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan 
Kewajiban Perpajakan. Ekualisasi dilakukan oleh fiskus untuk mengawasi 
kepatuhan wajib pajak. Namun, karena ada kemungkinan SPT Tahunan PPh 
Badan yang disampaikan diperiksa beberapa tahun kemudian, wajib pajak 
seharusnya membuat ekualisasi antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa 
PPN setiap periode untuk memudahkan wajib pajak memberikan penjelasan 
yang rasional disertai dengan dasar hukum yang jelas kepada fiskus dalam hal 
dilakukan pemeriksaan. 
 Perusahaan yang menjadi topik penelitian adalah perusahaan yang 
bergerak di bidang perdagangan barang elektronik. Peneliti ingin mengetahui 
apakah peredaran bruto (peredaran usaha) sudah dilaporkan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjabaran di atas, 
peneliti tertarik untuk memilih masalah perpajakan khususnya Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan dengan judul: “Ekualisasi Peredaran 
Usaha antara Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan 
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014 pada PT 












1.2 Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 
1. Apakah peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh Badan dan SPT 
Masa PPN setahun sudah dilaporkan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan? 
2. Bagaimana cara mengekualisasi peredaran usaha antara SPT Tahunan 
PPh Badan dan SPT Masa PPN setahun? 
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan peredaran usaha 
antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN setahun? 
 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
       Sesuai latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, 
tujuan penelitian ini sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui bahwa peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh 
Badan dan SPT Masa PPN yang dilaporkan sudah sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Untuk mengetahui cara ekualisasi peredaran usaha antara SPT Tahunan 
PPh Badan dan SPT Masa PPN setahun. 
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan perbedaan total 
peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan total penyerahan 







1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
       Perusahaan dapat memperoleh penjelasan mengenai perbedaan total 
peredaran usaha antara total SPT Masa PPN setahun dan SPT Tahunan PPh. 
Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai salah 




1.4.2 Kegunaan Praktis 
       Untuk menambah dan mengembangkan wawasan peneliti berkaitan dengan 
masalah yang diteliti dan sebagai masukan, baik untuk bahan referensi dan 
bahan perbandingan antara teori dan praktik yang ada. Berguna untuk 
memberikan gambaran atau wawasan yang jelas tentang ekualisasi.  
 
 
1.5 Sistematika Penelitian 
BAB I Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 
penelitian, dan sistematika penelitian. 
BAB II Tinjauan Pustaka Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan 
dalam menunjang penelitian dan konsep-konsep 
yang relevan untuk membahas permasalahan 
yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. 
BAB III Metode Penelitian   Bab ini berisi rancangan penelitian, objek 




sumber data, teknik pengumpulan data, dan 
metode analisis data.  
BAB IV Gambaran Umum 
Perusahaan 
Bab ini berisi tentang sejarah singkat perusahaan, 
visi dan misi perusahaan, tujuan perusahaan, 
struktur organisasi, kegiatan perusahaan, dan 
kebijakan perusahaan. 
BAB V Pembahasan  Bab ini berisi perbandingan peredaran bruto dalam 
SPT tahunan PPh dan SPT Masa PPN setahun 
dengan ketentuan undang-undang, cara 
mengekualisasi peredaran usaha antara SPT 
Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN 
setahun, dan faktor-faktor yang menyebabkan 
perbedaan peredaran usaha antara SPT Tahunan 
PPh Badan dan SPT Masa PPN Setahun. 
BAB VI Penutup  Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan 











2.1 Peredaran Bruto 
             Peredaran bruto berdasarkan UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak 
Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh 1984), adalah sebagai semua 
penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum 
dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik 
yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, meliputi : 
1. penghasilan yang dikenai pajak penghasilan final, 
2. penghasilan yang dikenai pajak penghasilan tidak bersifat final, dan 
3. penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. 
      Menurut Pardiat (2010:155), jumlah peredaran usaha adalah jumlah 
peredaran usaha menurut akuntansi yaitu jumlah penerimaan atau peredaran 
bruto dari kegiatan usaha di Indonesia, setelah dikurangi retur dan pengurangan 
penjualan serta potongan tunai dalam tahun pajak (12 bulan) yang bersangkutan 
bagi perusahaan dagang dan perusahaan industri. Peredaran bruto berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, adalah penghasilan dari usaha, 
tidak termasuk : 
1. penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, 





3. penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat 
final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang 
perpajakan, 
4. penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, 
5. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak/bukan objek pajak. 
Peredaran bruto berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No. 8 tahun 1983 sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.42 tahun 2009 (selanjutnya 
disebut UU PPN 1984) tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah 
keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak 
(JKP) yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. 
       Secara umum, penghasilan diakui pada saat realisasi transaksi, yaitu pada 
saat penyerahan produk, pada saat jasa selesai dilakukan dan dibuat fakturnya, 
sejalan dengan berlalunya waktu (bunga, royalti, sewa, dan penggunaan aset), 
dan pada tanggal penjualan. Dalam keadaan tertentu, pengakuan penghasilan 
dapat menyimpang, seperti pada saat selesainya produksi, secara proporsional 
selama tahap produksi, dan saat pembayaran diterima. 
 
 
2.2 Pajak Penghasilan (PPh) 
2.2.1 Pengertian PPh 
       Menurut UU PPh 1984, pajak penghasilan adalah: “...pajak yang dikenakan 
terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 
tahun pajak.” Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan yang merupakan 
objek pajak yang diatur dalam UU PPh 1984 pasal 4 ayat 1, yaitu 
“... setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib 
Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 





Menurut Purwono (2010:86), pajak penghasilan adalah sumber penerimaan 
negara yang berasal dari pendapatan rakyat, yang merupakan wujud kewajiban 




2.2.2 Dasar Hukum PPh 
       Pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Pajak Penghasilan telah 
mengalami empat kali perubahan, yaitu perubahan pertama UU No.7 Tahun 
1991, perubahan kedua UU No. 10 Tahun 1994, perubahan ketiga UU No.17 
Tahun 2000, dan perubahan terakhir pada tahun 2008 adalah Undang-Undang 
No.36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini mengatur mengenai 
perlakuan pajak atas penghasilan, yang mencakup subjek pajak, objek pajak, 
biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, tarif pajak penghasilan, 
cara perhitungan pajak penghasilan, sanksi pajak, dan aturan lainnya yang 
berkaitan dengan pengenaan pajak penghasilan. 
 
 
2.2.3. Subjek Pajak Penghasilan 
       Berdasarkan Undang-Undang PPh 1984, subjek pajak dibedakan menjadi: 
1. subjek pajak dalam negeri yaitu:  
a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 
berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang 
dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat 




b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali 
unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai 
berikut: 
1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;  
2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah; dan  
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 
negara, dan  
c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 
yang berhak, 
2. subjek pajak luar negeri yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal 
di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 
bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 
Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui 
bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang menerima atau memperoleh 
penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 
       Secara ringkas, dapat disimpulkan, subjek pajak adalah pihak yang dituju 
oleh undang-undang untuk dikenai pajak atas penghasilan yang diperolehnya 
dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan terdiri dari orang pribadi, warisan 
yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, 




       Berdasarkan Pasal 3 UU PPh 1984, terdapat pengecualian yang tidak 
termasuk subjek pajak adalah: 
1. kantor perwakilan negara asing; 
2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari 
negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja 
dan bertempat tinggal bersama-sama dengan mereka, dengan syarat bukan 
warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh 
penghasilan lain dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang 
bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 
3. organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota 
organisasi tersebut dan tidak menjalankan atau melakukan kegiatan lain untuk 
memperoleh penghasilan dan Indonesia selain pemberian pinjaman kepada 
pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota; 
4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional (sesuai syarat no.3) dengan 
syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari 
Indonesia. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak ditetapkan 




2.2.4 Objek PPh 
       Objek PPh dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar 
untuk menghitung pajak terutang. Penghasilan yang dikategorikan sebagai objek 
pajak diatur dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), yaitu 
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib 
pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang 
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 
       Menurut Waluyo (2009:183), dilihat dari penggunaannya (outflow), 
penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat juga ditabung untuk 
menambah kekayaan wajib pajak. Sedangkan, dilihat dari mengalirnya (inflow) 
tambahan kemampuan ekonomis kepada subjek pajak, penghasilan dapat 
dikelompokkan menjadi: 
1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti 




2. penghasilan dari usaha dan kegiatan; 
3. penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tidak gerak 
seperti bunga, royalti,dividen, sewa, dan sebagainya; dan 
4. penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan hutang, dan lain sebagainya. 
 
 
2.2.5 Tarif PPh  
       Djuanda dan Lubis (2004:63) mengatakan bahwa dalam pemungutan pajak, 
tarif merupakan tolok ukur untuk menetapkan beban pajak, selain pembagian 
penghasilan kena pajak (PKP) dalam lapisan penghasilan kena pajak (income 
bracket). Tarif PPh wajib pajak badan sejak tahun 2013 dibagi menjadi dua 
bagian, sebagai berikut. 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 digunakan untuk wajib 
pajak non BUT yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk 
dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto 
dalam satu tahun pajak fiskal kurang dari Rp 4,8 miliar, perhitungan PPh 
mulai masa pajak Juli 2013 dihitung sebagai PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu 
sebesar 1 % dari peredaran bruto. 
b. Pasal 17 UU PPh 1984 digunakan untuk menghitung besarnya PPh 
badan yang terutang bagi wajib pajak badan yang tidak termasuk dalam 
kriteria Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, menetapkan tarif 
atas penghasilan kena pajak sebagai berikut. 
1. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dengan 
tarif tunggal 25%. 
2. Tarif pajak khusus wajib pajak badan tertentu (Wahono, 2012:116) 
sebagai berikut: 
a. untuk PT terbuka dengan saham yang dimiliki publik minimal 40% 





b. untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto 
sampai dengan Rp 50 miliar mendapat fasilitas berupa 
pengurangan tarif sebesar  50% dari tarif normal yang dikenakan 
atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai 
dengan Rp 4,8 miliar. 
 
 
2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
2.3.1 Pengertian PPN 
       Menurut Supramono dan Damayanti (2005:88), Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) merupakan “pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah 
pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau konsumsi Jasa Kena 
Pajak (JKP)”. PPN ini hanya dikenakan terhadap pertambahan nilainya saja dan 
dipungut beberapa kali pada mata rantai usaha perusahaan. Pertambahan nilai 
timbul karena digunakannya faktor produksi pada setiap mata rantai usaha 
perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan 
memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen 
serta dari semua biaya yang timbul untuk memperoleh atau mempertahankan 
laba. 
       PPN merupakan pajak tidak langsung karena PPN dipungut oleh penjual 
dari pembeli ketika terjadi penyerahan BKP maupun JKP. Apabila penjual atau 
pengusaha jasa tidak memungut PPN, maka PPN sepenuhnya menjadi 
tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli. 
Dengan begitu, pemerintah tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada 








2.3.2 Dasar Hukum PPN 
       Indonesia mengadopsi PPN sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 
tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM yang berlaku efektif pada tanggal 1 April 
1985 menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang berlaku sejak tahun 1951. Mulai 
sejak berlakunya PPN, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 ini telah mengalami 
perubahan sebanyak tiga kali, yaitu perubahan pertama Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 1994, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan 
perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 
 
 
2.3.3 Subjek PPN 
       Menurut Resmi (2011:5), PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya 
pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain 
atau pihak ketiga. Subjek PPN adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban 
perpajakan dibidang PPN, terdiri dari: 
1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP 
dan/atau JKP di dalam daerah pabean dan melakukan ekspor BKP 
Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP, 
2. bukan PKP yang melakukan kegiatan yang merupakan objek PPN, 
seperti impor BKP, pemanfaatan BKP atau JKP di dalam daerah pabean, 











2.3.4 Objek PPN 
       Objek PPN sebagaimana ditetapkan dalam UU PPN 1984 adalah sebagi 
berikut: 
1. pasal 4 UU PPN 1984, 
a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 
Pengusaha; 
b. impor Barang Kena Pajak; 
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 
Pengusaha; 
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di 
dalam Daerah Pabean. 
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 
Pabean; 
f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 
g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 
h. ekspor Jasa Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. 
 
 
2. pasal 16C UU PPN 1984, yang dikenakan atas kegiatan membangun 
sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh 
orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau oleh pihak 
lain, untuk tempat tinggal atau tempat usaha, 
3. pasal 16D UU PPN 1984, yang dikenakan atas penyerahan aktiva oleh 




2.3.5 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak 
       Menurut Waluyo (2009:259), Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang 
berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau 
barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak 
berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Menurut Soemarso S.R 
(2007:539) secara umum, UU PPN menganut prinsip negative list yang 




semua jasa adalah Jasa Kena Pajak (JKP), kecuali apabila UU PPN menetapkan 
lain. Dalam pasal 4A, UU PPN 1984 menetapkan barang dan jasa yang tidak 
dikenakan PPN (non-BKP dan non-JKP). 
       Kelompok barang yang ditetapkan sebagai non-BKP berdasarkan pasal 4A 
UU PPN 1984 adalah sebagai berikut: 
a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari 
sumbernya; 
b. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak; 
c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, 
dan sejenisnya; 
d. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. 
 
       Sementara kelompok jasa yang ditetapkan sebagai non-JKP berdasarkan 
pasal 4A UU PPN 1984 adalah sebagai berikut: 
a. jasa dibidang pelayanan kesehatan medik; 
b. jasa dibidang pelayanan sosial; 
c. jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko; 
d. jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi; 
e. jasa dibidang keagamaan; 
f. jasa dibidang pendidikan; 
g. jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan; 
h. jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan; 
i. jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air; 
j. jasa dibidang tenaga kerja; 
k. jasa dibidang perhotelan; 




2.3.6 Penyerahan BKP dan JKP 
       Yang dimaksud dengan penyerahan adalah penyerahan hak, pengalihan 
hak atas barang, pemakaian sendiri, dan penyerahan lainnya seperti penyerahan 
karena konsinyasi. Termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak 
sesuai dengan Undang-Undang PPN 1984 adalah: 
a. penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian; 
b. pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa 
guna usaha (leasing); 
c. penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang; 
d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP; 
e. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk 




f. penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan 
BKP antar cabang; 
g. penyerahan BKP secara konsinyasi; dan 
h. penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan 
berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP 
kepada pihak yang membutuhkan BKP. 
       Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pemberian JKP, 
termasuk JKP yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau JKP yang 
diberikan secara cuma-cuma oleh Pengusaha Kena Pajak. Pemakaian JKP 
untuk kepentingan sendiri atau pemberian JKP secara cuma-cuma termasuk 
dalam pengertian penyerahan JKP, dengan pertimbangan untuk 
mempertahankan adanya perlakuan yang sama sebagaimana halnya pada 
pemakaian Barang Kena Pajak untuk kepentingan sendiri atau penyerahan 
barang secara cuma-cuma oleh Pengusaha Kena Pajak. 
       Suatu penyerahan dikatakan sebagai penyerahan BKP/JKP, bila memenuhi 
keempat syarat sebagai berikut: 
1. penyerahan dilakukan oleh PKP atau pengusaha yang seharusnya 
dikukuhkan sebagai PKP, 
2. barang yang diserahkan merupakan BKP atau jasa yang diserahkan 
merupakan JKP, 
3. penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan 
4. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. 
 
 
2.3.7 Saat dan Tempat Terutangnya PPN 
       Menurut Djuanda dan Lubis (2004:360), saat terutangnya PPN sangat 
penting dalam pemungutan pajak. Oleh karena itu, penentuan saat terutangnya 
PPN perlu diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pada dasarnya, PPN 




1. prinsip akrual, PPN dikatakan terutang pada saat penyerahan barang, 
jasa, atau impor dilakukan, meskipun pembayaran belum atau belum 
sepenuhnya diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU 
1984, 
2. prinsip kas, PPN dikatakan terutang pada saat penerimaan, dalam hal 
pembayaran diterima sebelum penyerahan barang atau jasa, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU PPN 1984. 
       Tempat pajak terutang berdasarkan Pasal 12 UU PPN 1984 adalah tempat 
tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha dilakukan. Atas 
pemberitahuan secara tertulis dari PKP, Direktur Jenderal Pajak dapat 
menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang. 
 
 
2.3.8 Faktur Pajak 
       Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat Pengusaha Kena 
Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, atau bukti pungutan 
pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai 
(Pohan, 2013:189). Faktur pajak dapat digunakan sebagai sarana untuk 
mengkreditkan pajak masukan. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1a) UU PPN 1984 
menyebutkan saat pembuatan faktur pajak adalah : 
1. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak; 
2. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi 
sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau sebelum penyerahan Jasa 
Kena Pajak; 
3. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap 
pekerjaan; atau 
4. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peratutan Menteri Keuangan. 
 
 
Pasal 13 ayat (2a) UU PPN 1984 menetapkan, untuk faktur pajak yang dibuat 




sama selama satu bulan kalender, faktur pajak harus dibuat paling lama pada 
akhir bulan penyerahan. 
       Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta 
ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk 
menandatanganinya. Faktur pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan ini 
mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat 
dikreditkan. Berdasarkan UU PPN 1984 Pasal 13 ayat (5), faktur pajak harus 
mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: 
a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang kena 
Pajak atau Jasa Kena Pajak; 
b. nama,alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau 
penerima Jasa Kena Pajak; 
c. jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga; 
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; 
e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; 
f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan 




2.3.8 Tarif PPN 
       Tarif PPN diatur dalam ketentuan perundang-undangan Pasal 7 UU PPN 
1984. Dalam Pasal 7 ayat (1), tarif PPN ditetapkan sebesar 10%. Berdasarkan 
Pasal 7 ayat (2) UU PPN 1984, tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas: 
a. ekspor BKP berwujud, 
b. ekspor BKP tidak berwujud, 
c. ekspor JKP. 
       Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling 
rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. Besarnya PPN dihitung dengan mengalikan tarif PPN 




menyebutkan Dasar Pengenaan Pajak adalah harga jual, penggantian, nilai 
impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung 
pajak yang terutang (Ilyas,2012:224). 
 
 
2.4 Ekualisasi PPh dan PPN 
2.4.1 Pengertian Ekualisasi 
       Ekualisasi PPN dan PPh adalah salah satu cara untuk membantu fiskus 
melihat sejauh mana kepatuhan wajib pajak. Hal ini berkaitan dengan indikasi 
setiap wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Menurut Muljono (2009:172), 
Direktorat Jenderal Pajak akan menganggap laporan wajib pajak melalui SPT-
nya diragukan kebenarannya apabila berdasarkan analisis fiskus, laporan wajib 
pajak memiliki kecenderungan untuk tidak benar. Analisis yang dilakukan fiskus 
atas laporan pada SPT wajib pajak dapat dilakukan dengan  membandingkan 
data yang dimiliki wajib pajak sendiri, seperti perbandingan biaya gaji dengan 
pemotongan PPh dan perbandingan peredaran usaha antara laporan laba/rugi 
dengan DPP PPN; atau membandingkannya dengan data yang dimiliki wajib 
pajak lain yang memiliki usaha sejenis, seperti perbandingan tingkat laba, 
perbandingan harga pokok penjualan, dan perbandingan biaya usaha. 
       Terkait dengan istilah penjualan dalam PPh dan penyerahan dalam PPN 
terdapat perbedaan pengertian yakni semua transaksi penjualan bruto 
merupakan penyerahan dalam PPN namun tidak semua penyerahan dalam PPN 
merupakan penjualan bruto dalam PPh. Penjualan dalam PPh merupakan 
pengalihan kepemilikan. PPN memakai istilah penyerahan yang artinya segala 
bentuk penyerahan merupakan objek PPN baik penyerahan kepada pihak ketiga 




       Perbedaan dalam omzet antara SPT PPh Badan dan total SPT Masa PPN 
setahun harus diketahui penyebabnya. Oleh karena itu, proses ekualisasi bukan 
proses untuk menemukan angka yang sama antara kedua SPT tersebut, 
melainkan untuk mengetahui penyebab perbedaan peredaran usaha perusahaan 
antara SPT Tahunan PPh dan total SPT Masa PPN setahun. Penyebab 
perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan oleh wajib pajak yang melaporkan 
SPT tersebut. 
       Menurut Suandy (2008:140), ekualisasi atau rekonsiliasi SPT harus 
dilakukan perusahaan secara periodik antara rekening-rekening yang ada di SPT 
PPh badan, SPT PPh Pasal 21, dan SPT PPN. Jika ada perbedaan segera dapat 
dilakukan koreksi. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengenaan sanksi. 
 
 
2.4.2 Dasar Hukum Ekualisasi 
       Dalam peraturan perpajakan, ekualisasi data PPh dan PPN pertama kali 
diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-29/PJ/1995 tentang 
Replikasi Sistem Informasi Perpajakan. Di dalam keputusan tersebut, Direkotrat 
Jenderal Pajak memerintahkan kepada setiap Kantor Pelayanan Pajak 
melakukan ekualisasi data PPh dan PPN. Proses ekualisasi dalam pemeriksaan 
sendiri telah diperbaharui dan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
No. PER-04/PJ/2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik 









2.4.3 Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Perbedaan 
2.4.3.1 Uang Muka 
       Uang muka adalah pembayaran uang kepada pihak lain yang belum 
memenuhi kewajiban, misalnya kepada kepada penjual yang belum 
menyerahkan barangnya atau pembayaran sebagian dari harga yang telah 
disepakati oleh pembeli kepada penjual yang merupakan tanda bahwa perjanjian 
jual beli yang diadakan telah mengikat. Penerimaan uang muka, sudah terutang 
PPN tetapi belum merupakan penjualan. 
 
  
2.4.3.2 Barang Konsinyasi 
       Barang konsinyasi adalah barang yang telah diserahkan kepada consignee 
tetapi merupakan kepemilikan dari consignor dan dimasukkan dalam persediaan 
consignor sebesar harga beli atau biaya produksi (Agoes, 2013:55). Pengiriman 
barang konsinyasi untuk dijual sudah terutang PPN, tetapi belum merupakan 
penjualan. Penjualan diakui setelah realisasi penjualan dilaporkan komisioner.  
 
 
2.4.3.3 Pemakaian Sendiri BKP/JKP 
       Pemakaian sendiri BKP atau JKP untuk tujuan produktif tidak terutang PPN. 
Pemakaian sendiri bukan untuk tujuan produksi, misalnya diberikan kepada 
pegawai, pemberian cuma-cuma baik yang dilakukan tersendiri atau menyatu 
dengan barang yang dijual (barang promosi) atau disumbangkan, terutang PPN 
(PPN Keluaran) berdasarkan harga jual dikurangi laba kotor (dalam praktiknya 
dihitung berdasarkan harga pokok). Transaksi ini bukan merupakan penghasilan 
tetapi mengurangi persediaan atau harga pokok penjualan dan harus dibuatkan 




2.4.3.4 Cabang Belum Sentralisasi PPN 
       PKP yang mempunyai cabang termasuk lokasi usaha, perwakilan atau unit 
pemasaran yang belum atau tidak mendapat persetujuan sentralisasi PPN, 
penyerahan atau pengiriman BKP dari kantor pusat ke cabang sudah terutang 
PPN tetapi belum merupakan penjualan dalam PPh. Penjualan diakui dalam PPh 
apabila sudah ada realisasi penjualan kepada pihak ketiga dan PPh dilaporkan 
secara sentralisasi. 
      Dasar Pengenaan Pajak PPN untuk penyerahan PPN atas penyerahan BKP 
dan atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan 




2.4.3.5 Potongan Penjualan 
       Potongan penjualan yang dicantumkan dalam faktur pajak mengurangi DPP 
PPN dan mengurangi peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh. Potongan 
penjualan yang diberikan setelah faktur pajak dibuat, tidak dapat mengurangi 
DPP PPN, tetapi mengurangi jumlah peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh. 
 
 
2.4.3.6 Retur Penjualan 
       Retur penjualan yang dibuatkan nota retur PPN akan mengurangi jumlah 
penyerahan dalam SPT Masa PPN dan mengurangi jumlah peredaran usaha 
dalam SPT PPh. Syarat membuat nota retur PPN harus merujuk nomor seri 
faktur pajak atas barang yang dikembalikan. Jika pada waktu distributor 




tidak akan mengurangi jumlah penyerahan di pabrik, tetapi mengurangi 
peredaran usaha karena dibukukan sebagai retur penjualan. 
 
 
2.4.3.7 Penjualan dalam Valuta Asing 
       Penjualan yang menggunakan kurs valas dalam menghitung DPP PPN 
harus menggunakan nilai kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri 
Keuangan (berdasarkan Pasal 11 PP No.143 Tahun 2000) pada saat pembuatan 
faktur pajak. Sedangkan, untuk menghitung PPh Badan harus menggunakan 
kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal transaksi sesuai dengan paragraf 
20 ED PSAK No. 10. Tanggal transaksi yang dimaksud adalah tanggal pada saat 
pertama kali suatu transaksi  memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan 
standar akuntansi keuangan. Perbedaan kurs ini akan menyebabkan terjadinya 
perbedaan dalam nilai rupiah dari peredaran usaha menurut SPT PPh dan total 











3.1 Rancangan Penelitian 
       Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang terbatas pada usaha 
untuk mengungkap suatu masalah, keadaan, dan peristiwa yang terjadi. 
Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus dalam suatu perusahaan untuk 
mendapatkan gambaran umum tentang badan usaha, laporan keuangan 
perusahaan, peredaran usaha menurut SPT Tahunan PPh dan penyerahan 
menurut SPT Masa PPN selama satu tahun.   
 
 
3.2 Objek Penelitian 
 Yang menjadi objek penelitian ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) 
Tahunan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Padma Pacific Sukses. 
PT Padma Pacific Sukses merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
perdagangan barang elektronik yang pada saat penelitian dilakukan berlokasi di 
Jl. Ir. Sutami Kompleks Pergudangan Parangloe Indah Blok K2 No.16, Makassar. 
 
 
3.3 Metode Pengumpulan Data 
 Data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode 
pengumpulan data berikut.  
1. Wawancara  
 Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang 





perusahaan. Wawancara dilakukan dengan pegawai PT Padma Pacific Sukses 
yang mengerti permasalahan pajak yang dibahas dalam penelitian (manajer 
keuangan dan akuntan internal). Wawancara dilakukan secara terstruktur 
maupun tidak terstruktur, dan dilakukan melalui tatap muka maupun via telepon. 
2. Studi Kepustakaan  
 Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari pengetahuan 
teoretis yaitu data sekunder melalui buku maupun wacana yang relevan dengan 
topik yang dibahas dalam penelitian ini. Data kepustakaan yang diperlukan 
peneliti dalam penelitian ini adalah ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku 
khususnya yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN). Data ini kemudian dikembangkan sesuai kebutuhan 




3.4 Jenis dan Sumber Data 
3.4.1 Jenis Data 
      Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 
kuantitatif. Data kualitatif dapat diperoleh dengan melihat kondisi perusahaan 
seperti latar belakang perusahaan, struktur organisasinya, tujuan perusahaan, 
rencana perusahaan, dan kebijakan perusahaan. Data kuantitatif dapat diperoleh 
melalui dokumen, daftar atau angka-angka yang dapat dihitung berupa laporan 
keuangan perusahaan, SPT Tahunan PPh perusahaan tahun 2014, dan SPT 







3.4.2 Sumber Data 
 Sumber data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Data Primer  
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. 
Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara 
yang dilakukan peneliti dengan pihak perusahaan PT Padma Pacific 
Sukses (manajer keuangan dan akuntan) yang mengetahui tentang 
ketentuan peraturan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) dan bersedia memberikan informasi.  
b. Data Sekunder  
Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan 
mempelajari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah 
yang akan dibahas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data 
sekunder yaitu peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan (PPh) 
yang berlaku, peraturan perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) yang berlaku, dan laporan keuangan. 
 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai 
berikut: 
1. teknik observasi, dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada 
perusahaan yang menjadi objek penelitian yaitu PT Padma Pacific 





2. teknik interview, dilakukan dengan mengadakan wawancara secara 




3.6 Metode Analisis Data 
 Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
descriptif-comparative, yaitu dengan menganalisis dan mengolah data laporan 
keuangan dan laporan fiskal yang ada, kemudian melakukan perbandingan 
peredaran usaha terhadap hasil perhitungan menurut SPT Tahunan PPh dan 
SPT Masa PPN setahun dari perusahaan. Kemudian diolah lebih lanjut untuk 






GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
4.1. Sejarah Singkat Perusahaan 
 PT Padma Pacific Sukses adalah perusahaan dagang yang berbadan 
hukum berdiri sejak tahun 1995, yang berlokasi di Jalan Bulusaraung No.73, 
Makassar. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perdagangan barang 
elektronik dan merupakan dealer resmi dari beberapa merk barang elektronik 
yang ada di pasaran. Pendirian PT Padma Pacific Sukses ditetapkan pada 
tanggal 23 Januari tahun 1995 dihadapan notaris Sitske Limowa, S.H. di 
Makassar, dengan nomor akte 131. 
 Perkembangan usaha PT Padma Pacific Sukses membutuhkan lokasi 
yang lebih lapang. Pada tahun 1996, tempat usaha PT Padma Pacific Sukses 
dipindahkan ke Jalan Andalas No.178, Makassar. Lokasi tersebut digunakan 
sebagai showroom sekaligus gudang oleh perusahaan. Pada tahun 2014, karena 
adanya peraturan pemerintah yang melarang adanya gudang di kota, sehingga 
tempat usaha dipindahkan lagi ke pusat perdagangan Parangloe, tepatnya di Jl. 
Ir. Sutami Kompleks Pergudangan Parangloe Indah Blok K2 No.16, Makassar. 
 
 
4.2. Visi dan Misi Perusahaan 
       Visi PT Padma Pacific Sukses adalah menjadi perusahaan penyedia barang 
elektronik terbaik di Indonesia. Misi PT Padma Pacific Sukses adalah sebagai 
berikut: 





2. membangun jejaring kerjasama untuk menumbuhkan industri digital di 
Indonesia, dan 
3. memberikan manfaat bagi mitra, pelanggan, dan seluruh stakeholder. 
 
 
4.3. Tujuan Perusahaan 
       Tujuan umum PT Padma Pacific Sukses adalah memeroleh laba sebesar-
besarnya. Selain tujuan umum, perusahaan memiliki tujuan khusus yang terbagi 
menjadi dua, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. 
 Tujuan jangka pendek adalah tujuan yang ingin dicapai perusahaan 
dalam jangka waktu yang relatif singkat (1-3 tahun) agar mampu bersaing 
dengan perusahaan sejenis saat ini. Tujuan jangka pendek yang ingin dicapai 
perusahaan adalah sebagai berikut: 
1. mencapai target penjualan yang telah ditetapkan sebelumnya, 
2. mencapai laba maksimal, 
3. menjaga posisi perusahaan agar tetap mampu bersaing, dan 
4. meningkatkan mutu pelayanan konsumen dan pemenuhan kebutuhan 
konsumen dengan perbedaan strategi. 
 Tujuan jangka panjang merupakan kelanjutan dari tujuan jangka pendek 
perusahaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang diharapkan tercapai 
dalam kurun waktu 20-25 tahun mendatang agar keberadaan perusahaan tetap 
terjaga. Tujuan jangka panjang perusahaan antara lain: 
1. menjaga kontinuitas perusahaan dalam menjalankan usahanya, 
2. meningkatkan volume penjualan, 
3. memperbaiki kualitas perusahaan agar tetap mampu bersaing,  





5. meningkatkan kesejahteraan karyawan. 
 
 
4.4. Struktur Organisasi 
 Adanya struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat yang 
penting agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Suatu perusahaan akan 
berhasil mencapai prestasi kerja yang efektif dari karyawan apabila terdapat 
suatu sistem kerja sama yang baik, di mana fungsi-fungsi dalam organisasi 
tersebut mempunyai pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang 
telah dinyatakan dan diuraikan dengan jelas. PT Padma Pacific Sukses memiliki 
karyawan sebanyak 63 orang. Struktur organisasi PT Padma Pacific Sukses 












Tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan dalam struktur organisasi di 
atas, sebagai berikut. 
1. Dewan Komisaris 
Tugas dan tanggung jawab komisaris adalah sebagai berikut: 
1. menentukan dan menyetujui siapa saja yang akan menduduki 
jabatan direksi dan dewan direktur, 
2. mempertimbangkan dan menyetujui perencanaan yang dilakukan 
direktur utama, dan 
3. memantau perkembangan perusahaan. 
2. Direktur 
Tugas dan tanggung jawab direktur adalah sebagai berikut: 
1. menetapkan wewenang dan tugas dari masing-masing bagian dan 
karyawan, 
2. melaksanakan program kerja perusahaan dengan berpedoman 
pada rencana anggaran belanja dan pendapatan yang telah 
ditetapkan sebelumnya, dan 
3. menerima dan mengevaluasi laporan dari masing-masing bagian 
dalam perusahaan dan bertanggung jawab untuk mengkoordinir 
seluruh aktivitas perusahaan baik intern maupun ekstern sesuai 
dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. 
3. Bagian Gudang dan Ekspedisi 
Tugas dan tanggung jawab bagian gudang dan ekspedisi adalah sebagai 
berikut: 
1. mengawasi ketertiban dan keamanan gudang, 





3. menyiapkan dan menyerahkan barang kepada petugas 
pengiriman barang berdasarkan faktur yang telah dibuat oleh 
bagian administrasi hutang-piutang, 
4. melayani penerimaan barang berdasarkan faktur pembelian yang 
disahkan oleh bagian yang berwenang dan memasukkan datanya 
ke komputer, dan 
5. mengatur penyimpanan barang di gudang. 
4. Bagian Pembelian 
Tugas dan tanggung jawab bagian pembelian adalah sebagai berikut: 
1. mencari jenis-jenis barang yang laku di pasaran, kemudian 
memesan barang tersebut dari produsen, 
2. memesan barang-barang yang telah habis di gudang dan masih 
diminta oleh pelanggan, dan 
3. menerima informasi dari bagian penjualan mengenai jenis barang 
yang sudah mencapai posisi peak di pasaran, sehingga tidak perlu 
dibeli lagi. 
5. Bagian Penjualan 
Tugas dan tanggung jawab bagian penjualan adalah sebagai berikut: 
1. supervisor memantau para salesman-nya berkaitan dengan 
penjualan yang telah dicapai melalui laporan penjualan dan daftar 
kunjungan toko, dan 
2. salesman harus aktif menghubungi toko-toko langganannya untuk 
mengetahui perkembangan dan tingkat permintaan barang-barang 







6. Bagian Service 
Tugas dan tanggung jawab bagian servis adalah sebagai berikut: 
1. teknisi bertanggung jawab memperbaiki barang yang rusak, 
2. mencatat barang rusak yang masuk dan memperbaikinya, 
kemudian dikembalikan kepada konsumen, dan 
3. menyiapkan barang yang telah diperbaiki (baik yang dapat 
diperbaiki maupun yang tidak dapat diperbaiki) kepada petugas 
pengiriman berdasarkan surat keterangan servis dari teknisi. 
7. Bagian Administrasi dan Umum 
Tugas dan tanggung jawab bagian administrasi dan umum adalah 
sebagai berikut: 
1. manajer keuangan harus aktif dalam memantau aktivitas 
pembukuan, membantu tiap bagian dalam perusahaan dalam 
menyusun anggaran tahunan, memberi nasihat dalam 
perencanaan pajak (tax planning), 
2. kasir bertugas mengawasi perputaran keuangan, mengambil dan 
menyetorkan uang ke bank, dan mengatur penerimaan dan 
pencairan cek, 
3. akuntan menyelenggarakan pembukuan, menerbitkan laporan 
keuangan, mengurus pembayaran dan pelaporan pajak 
perusahaan, dan 
4. administrasi hutang-piutang mengatur pemberian kredit, 









4.5. Kegiatan Usaha Perusahaan 
 PT Padma Pacific Sukses adalah perusahaan yang memperdagangkan 
barang-barang elektronik meliputi televisi, kulkas, mesin cuci, dan speaker active 
berbagai merek. Perusahaan melakukan penjualan secara langsung terhadap 
barang-barang dagangannya kepada PKP maupun non PKP. Pembelian barang 
dagangan ini dilakukan dengan pembelian langsung dari pabrik pemasok yang 
merupakan produsen resmi tanpa perantara. Pembelian dilakukan oleh bagian 
pembelian berdasarkan data yang diperoleh dari bagian penjualan bilamana 
barang yang ingin dipesan masih diminta di pasaran. Jadi, pemasok hanya 
mengirimkan barang kepada perusahaan berdasarkan permintaan perusahaan. 
 Barang dagangan yang diterima dari pemasok kemudian dihitung dan 
dimasukkan ke dalam gudang. Pegawai gudang kemudian memasukkan jumlah 
barang ke dalam komputer setelah pencocokan jumlah barang dengan pesanan 
pembelian, tanpa mengecek kondisi barang. Pengecekan kondisi barang tidak 
dilakukan agar barang dapat langsung dijual, mengingat perputaran persediaan 
dan siklus penjualan terjadi setiap hari. 
 Transaksi PT Padma Pacific Sukses dapat terjadi secara kredit dan tunai. 
Transaksi penjualan dapat berdasarkan pesanan dari pedagang eceran maupun 
dari konsumen akhir yang langsung datang ke toko. Transaksi penjualan diakui 
sebagai penghasilan pada saat faktur pajak diterbitkan atau selambat-lambatnya 
akhir bulan setelah penyerahan barang. 
 PT Padma Pacific Sukses tidak melakukan retur pembelian maupun retur 
penjualan. Retur pembelian tidak dilakukan untuk meminimumkan biaya 
pengiriman perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menyediakan bagian 
servis untuk meperbaiki barang yang rusak atau cacat. Apabila barang dagangan 





potongan harga. Apabila barang dagangan yang dijual rusak dan tidak dapat 
diperbaiki lagi, perusahaan akan menukar barang tersebut dengan barang 
sejenis atau barang lain dengan harga yang sama. 
 
 
4.6. Kebijakan PT Padma Pacific Sukses 
4.6.1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan 
       PT Padma Pacific Sukses menyusun laporan keuangan setiap akhir bulan 
berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Perusahan menyusun 
laporan keuangan dengan tujuan agar mudah dipahami dan dibaca oleh pihak-
pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep 
harga perolehan dengan dasar akrual dan disajikan dalam mata uang Rupiah. 
 
 
4.6.2. Kas  
       Kas adalah aktiva lancar perusahaan yang terdiri dari uang kertas, uang 
logam, dan kertas berharga yang mempunyai sifat seperti uang. Akun kas  
perusahaan meliputi kas yang ada di perusahaan (cash on hand) dan kas di 




       Penilaian persediaan menggunakan metode penilaian persediaan rata-rata 









4.6.4. Aktiva Tetap 
       Aktiva tetap perusahaan dicatat berdasarkan harga perolehannya. Aktiva 
tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan taksiran 




       Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyatakan bahwa penghasilan adalah 
kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi. Sumber penghasilan 
perusahaan berasal dari penjualan barang dagangan baik secara grosir maupun 
eceran. Penjualan diakui pada saat barang diserahkan kepada pembeli. 
 
 
4.6.6 Transaksi Pembelian 
       Perusahaan melakukan transaksi pembelian dari pemasok yang merupakan 
Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan sistem order atau pesanan. 
Sebagian besar pembelian dilakukan secara kredit dengan masa pembayaran 
kurang lebih 30 hari sampai dengan 45 hari. Namun, perusahaan dapat juga 
melakukan pembelian secara tunai. 
 
 
4.6.7 Transakasi Retur Pembelian 
       Perusahaan tidak melakukan retur pembelian dengan pertimbangan untuk 
meminimalisasi biaya pengiriman, mengingat ukuran dan berat barang dagangan 
yang cukup besar sehingga biaya pengiriman juga besar. Oleh karena itu, 
perusahaan, menyediakan divisi service. Bila barang tersebut rusak atau cacat 





Potongan harga ini tidak mengubah faktur pajak pada pembelian bulan ini, tetapi 
akan dipotong langsung pada faktur pajak bulan berikutnya. 
 
 
4.6.8 Transaksi Penjualan 
       Penjualan dilakukan berdasarkan sistem pesanan. Barang dagangan yang 
telah didata di komputer, kemudian disiapkan oleh bagian gudang untuk 
dikirimkan ke toko pada hari yang sama pada saat pesanan. Barang dagangan 
dijual secara langsung kepada konsumen tanpa adanya pihak perantara. 
Konsumen yang berada diluar kota Makassar, wajib membayar uang muka 
terlebih dahulu untuk memperoleh BKP yang telah dipesan kepada perusahaan. 
Proses penjualan kepada pedagang eceran baik PKP maupun non PKP. 
Penjualan dilakukan secara kredit dengan masa pembayaran 30 hari sampai 45 
hari. Perusahaan memberikan masa pembayaran penjualan sama dengan masa 
pembayaran pembelian karena kondisi persaingan usaha yang dihadapi 
perusahaan. Namun, penjualan juga dapat dilakukan secara tunai. 
 
 
4.6.9 Transaksi Retur Penjualan dan Potongan Penjualan 
       Perusahaan tidak menerima retur penjualan. Apabila ada barang dagangan 
yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen atau barang tersebut rusak atau 
cacat maka pihak perusahaan bersedia memperbaiki barang tersebut maupun 
menukar barang tersebut dengan barang sejenis atau barang dengan harga 
yang sama bila barang tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi dengan syarat 






       Untuk potongan penjualan, perusahaan memberikan kebijakan bahwa 
potongan penjualan yang diberikan langsung untuk beberapa produk tertentu 
berkisar 3,5%-5% yang diberikan pada saat faktur pajak dibuat. Potongan 
penjualan ini, dicatat dalam akun potongan penjualan. Sedangkan untuk 
potongan penjualan sebesar 1% yang diberikan karena pembayaran yang lebih 
cepat yang dilakukan oleh pelanggan, dibukukan sebagai diskon penjualan dan 
dimasukkan ke dalam komponen biaya usaha dalam laporan rugi/laba. 
 
 
4.6.10 Pemakaian Sendiri atau Pemberian Cuma-cuma atau Bonus 
       Perusahaan akan memberikan bonus kepada pelanggannya (pedagang 
eceran) sekitar 1 sampai 2 buah dalam hal promosi barang dagangannya. Bonus 
ini diklasifikasikan sebagai biaya bonus/pemasaran dalam laporan rugi/laba. 
Pemberian bonus cuma-cuma ini akan dicatat pada laporan rugi/laba pada akun 









5.1 Perbandingan Peredaran Bruto antara SPT Tahunan PPh dan SPT Masa 
PPN dengan Ketentuan Undang-undang 
       PT Padma Pacific Sukses adalah perusahaan yang bergerak dibidang 
perdagangan barang elektronik yang merupakan dealer resmi dari beberapa 
merek barang-barang elektronik yang terdaftar di Indonesia. Sebagai dealer 
resmi, perusahaan ini menyalurkan barang dari produsen ke pedagang eceran 
dan konsumen akhir. Namun, sejak tahun 2000, sebagian besar penyaluran 
barang dagangan perusahaan dilakukan kepada pedagang eceran baik PKP 
maupun non PKP. 
       Perusahaan mengakui penjualan sebagai peredaran usaha pada saat 
penyerahan BKP. Tabel 5.1, menunjukkan bahwa terdapat selisih peredaran 
usaha antara perusahaan dengan UU PPh 1984. Perbedaan peredaran usaha ini 
disebabkan oleh bonus cuma-cuma dan diskon penjualan. Perusahaan mencatat 
bonus cuma-cuma yang diberikan kepada pelanggan sebagai komponen dari 
akun penjualan. Selain itu, diskon penjualan yang diberikan karena pembayaran 
yang lebih cepat oleh pelanggan tidak dikurangkan dengan penjualan, tetapi 
dimasukkan sebagai komponen biaya usaha. Dengan demikian, peredaran 
usaha yang dilaporkan oleh perusahaan pada SPT Tahunan PPh Badan belum 
sesuai dengan ketentuan UU PPh 1984. Perhitungan peredaran usaha sesuai 









Perbandingan Peredaran Usaha antara Perusahaan dengan UU PPh 1984 










Januari      1.533.819.229,00         1.532.415.976,97       1.403.252,03  
Februari      1.430.113.593,00         1.428.813.202,48       1.300.390,52  
Maret         897.902.844,00            897.081.037,21          821.806,79  
April      1.068.308.577,00         1.067.331.139,76          977.437,24  
Mei      1.277.807.786,00         1.276.638.790,64       1.168.995,36  
Juni      1.664.881.453,00         1.661.425.971,09       3.455.481,91  
Juli      1.194.246.245,00         1.189.785.471,14       4.460.773,86  
Agustus      1.896.949.630,00         1.890.893.903,89       6.055.726,11  
September      1.547.601.611,00         1.543.776.119,60       3.825.491,40  
Oktober      1.472.205.322,00         1.470.858.501,59       1.346.820,41  
November      1.399.013.038,00         1.397.733.049,20       1.279.988,80  
Desember      1.541.780.103,00         1.540.369.640,89       1.410.462,11  
Total   16.924.629.431,00       16.897.122.804,47  27.506.626,53  
Sumber: PT Padma Pacific Sukses,2014 (diolah sendiri) 
 
 
       Pelaporan SPT Masa PPN, mensyaratkan perusahaan untuk menerbitkan 
faktur pajak pada saat penyerahan BKP atau pada saat pembayaran diterima 
sebelum penyerahan BKP. Sejak berdirinya PT Padma Pacific Sukses, faktur 
pajak selalu diterbitkan pada saat penyerahan BKP, saat pembayaran, atau 
paling lambat pada akhir bulan penyerahan. Tabel 5.2, menunjukkan bahwa 
perusahaan telah melaporkan seluruh penyerahan sesuai dengan ketentuan UU 
PPN 1984 selama tahun 2014, kecuali bulan Agustus. Pada bulan Agustus 2014, 
terdapat selisih peredaran usaha sebesar Rp 30.000.000,00. Pada bulan 
Agustus 2014, perusahaan melakukan penjualan atas aktiva tetap (kendaraan) 
yang digunakan dan memeroleh laba sebesar Rp 30.000.000,00, tetapi 







Perbandingan Peredaran Usaha antara Perusahaan dengan UU PPN 1984 




Menurut Formulir 1111 
Peredaran Usaha 
Menurut UU PPN 1983 
Selisih 
Peredaran Usaha 
Januari 1.542.419.229,00  1.542.419.229,00  -  
Februari 1.421.513.593,00  1.421.513.593,00  -  
Maret 897.902.844,00  897.902.844,00  -  
April 1.068.308.577,00  1.068.308.577,00  -  
Mei 1.277.807.786,00  1.277.807.786,00  -  
Juni 1.679.881.453,00  1.679.881.453,00  -  
Juli 1.179.246.245,00  1.179.246.245,00  -  
Agustus 1.873.349.630,00  1.903.349.630,00  30.000.000,00  
September 1.541.201.611,00  1.541.201.611,00  -  
Oktober 1.472.205.322,00  1.472.205.322,00  -  
November 1.399.013.038,00  1.399.013.038,00  -  
Desember 1.578.480.103,00  1.578.480.103,00  -  
Total 16.931.329.431,00  16.961.329.431,00  30.000.000,00  
 Sumber: PT Padma Pacific Sukses,2014 (diolah sendiri) 
 
 
5.2 Ekualisasi Peredaran Usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT 
Masa PPN Setahun 
       Wajib pajak sering tidak memahami bahwa ekualisasi peredaran usaha 
antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN merupakan hal yang 
sangat penting. Ekualisasi akan menjadi alat yang sangat berguna bagi wajib 
pajak untuk memberikan penjelasan mengenai perbedaan peredaran usaha 
antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN saat pemeriksaan 
dilakukan oleh fiskus. Sebelum melakukan ekualisasi peredaran usaha, perlu 
dipersiapkan semua data dan dokumen yang berkaitan. Adapun langkah-langkah 





1. mengumpulkan data penjualan (peredaran usaha) pada buku besar yang 
dicatat berdasarkan PSAK yang berlaku yang menjadi acuan dalam 
melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, 
2. mengumpulkan data penyerahan (peredaran usaha) pada SPT PPN 
yang dicatat dan dilaporkan perusahaan sesuai dengan UU PPN 1984, 
3. membandingkan seluruh penjualan yang didapat peneliti, 
4. mencari faktor-faktor yang menyebabkan selisih penjualan yang diakui  
pada buku besar perusahaan dengan SPT Masa PPN yang telah 
dilaporkan perusahaan, dan 




5.3 Faktor-faktor Penyebab Perbedaan Peredaran Usaha antara SPT 
Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN  
       Ekualisasi peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN 
setahun sangat penting dilakukan oleh Wajib Pajak. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui ada tidaknya perbedaan peredaran usaha yang dilaporkan menurut 
SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN. Selisih peredaran usaha antara 
SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN dapat dilihat pada lampiran 3. 
Terdapat selisih peredaran usaha pada bulan Januari dan Februari sebesar 
Rp8.600.000,00, bulan Juni dan Juli sebesar Rp 15.000.000,00, pada bulan 
Agustus sebesar Rp 23.600.000,00, September sebesar Rp 6.400.000,00 dan 
bulan Desember Rp 36.700.000,00. Perbedaan peredaran usaha ini dapat 






5.3.1. Uang Muka 
       Pelanggan dari luar kota Makassar wajib membayar uang muka untuk 
memperoleh BKP yang telah dipesan kepada perusahaan. Pada bulan Januari, 
perusahaan menerima uang muka dari pelanggan sebesar Rp 8.600.000,00. 
Pada bulan Juni, perusahaan menerima uang muka dari pelanggan sebesar Rp 
15.000.000,00. Pada bulan Agustus, perusahaan menerima uang muka sebesar 
Rp 6.400.000,00. Sedangkan, untuk bulan Desember 2014, perusahaan 
menerima uang muka sebesar Rp 36.700.000,00. Transaksi ini telah terutang 
PPN sebesar Rp 860.000,00 pada bulan Januari, Rp 1.500.000,00 pada bulan 
Juni, Rp 640.000,00 pada bulan Agustus, dan Rp 3.670.000,00 pada bulan 
Desember. Dengan demikian, terdapat perbedaan peredaran usaha sebesar Rp 
8.600.000,00 pada bulan Januari dan Februari, Rp 15.000.000,00 pada bulan 
Juni dan Juli, Rp 6.400.000,00 pada bulan Agustus dan September, dan           
Rp 36.700.000,00 pada bulan Desember 2014 dan Januari 2015 antara SPT 
Tahunan PPh Badan dan total SPT Masa PPN tahun 2014 pada PT Padma 
Pacific Sukses. Selisih peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan Tahun 
2014 dengan SPT Masa PPN setahun tahun 2014 yang disebabkan dari uang 
muka sebesar Rp 36.700.000,00. 
 
 
5.3.2. Barang Konsinyasi 
       PT Padma Pacific Sukses tidak pernah menitipkan barang dagangannya 
untuk dijual. Oleh karena tidak ada barang konsinyasi, maka tidak menimbulkan 
perbedaan peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa 










5.3.3. Pemakaian Sendiri atau Pemberian Cuma-cuma BKP/JKP 
       PT Padma Pacific Sukses melakukan pencatatan atas pemakaian sendiri 
atau pemberian cuma-cuma BKP/JKP pada akun bonus. Bonus diklasifikasikan 
sebagai biaya promosi/pemasaran dalam laporan laba/rugi. Pemberian bonus ini 
akan dicatat pada akun penjualan. Transaksi pemberian bonus cuma-cuma yang 
dilakukan perusahaan, memengaruhi peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh 
Badan dan SPT Masa PPN. Dengan demikian, pemakaian sendiri atau 
pemberian cuma-cuma yang diberikan perusahaan tidak menimbulkan 
perbedaan peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa 
PPN tahun 2014 pada PT Padma Pacific Sukses. 
 
 
5.3.4. Cabang Belum Sentralisasi PPN 
       PT Padma Pacific Sukses saat ini belum memiliki cabang, sehingga tidak 
memiliki transaksi dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Oleh karena itu, faktor 
ini tidak menyebabkan perbedaan peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh 
Badan dan SPT Masa PPN tahun 2014 pada PT Padma Pacific Sukses. 
 
 
5.3.5. Potongan Penjualan 
       Potongan penjualan yang dicantumkan dalam faktur pajak mengurangi DPP 
PPN dan mengurangi peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh. Untuk 
potongan penjualan karena pembayaran yang lebih cepat oleh pelanggan, 
dikelompokkan sebagai biaya diskon penjualan yang merupakan komponen 





SPT Tahunan PPh Badan. Dengan demikian, potongan penjualan bukan 
merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan peredaran usaha 
antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN tahun 2014 pada PT 
Padma Pacific Sukses. Perusahaan sebaiknya menggolongkan beban diskon 
penjualan sebagai pengurang pendapatan, sehingga peredaran usaha yang 
dilaporkan sesuai dengan ketentuan UU PPh 1984. 
 
 
5.3.6. Retur Penjualan 
       PT Padma Pacific Sukses tidak memberikan kebijakan kepada 
konsumennya untuk melakukan retur penjualan, tetapi perusahaan akan 
memberi pelayanan garansi. Dengan demikian, retur penjualan tidak akan 
menimbulkan perbedaan peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan 
total SPT Masa PPN tahun 2014 pada PT Padma Pacific Sukses. 
 
 
5.3.7. Penjualan dalam Valuta Asing 
       PT Padma Pacific Sukses sebagai distributor dan retailer barang elektronik 
tidak menggunakan mata uang asing dalam transaksinya. Jadi, perbedaan 
ketentuan yang menyebabkan selisih kurs tidak menimbulkan perbedaan 
peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan total SPT Masa PPN 
tahun 2014 pada PT Padma Pacific Sukses. 
 
       Selain itu, pada bulan Agustus 2014, PT Padma Pacific Sukses menjual 
aktiva tetapnya dan memeroleh laba sebesar Rp 30.000.000,00. Transaksi ini 
seharusnya terutang PPN, tetapi perusahaan tidak memungut PPN atas 





Agustus adalah sebesar Rp 190.337.978,00, sehingga DPP pada bulan Agustus 
seharusnya sebesar Rp 1.903.349.630,00. Dengan demikian, perbedaan 
peredaran usaha pada bulan Agustus seharusnya hanya disebabkan oleh uang 
muka sebesar Rp 6.400.000,00, seperti yang diperlihatkan pada tabel 5.3. 
 
Tabel 5.3 
Perhitungan Selisih Peredaran Usaha pada Bulan Agsutus 
PT Padma Pacific Sukses Tahun 2014 (dalam Rupiah) 
 





     Ekspor 
 
                            -  
     Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 
 
 1.903.349.630,00  
     Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 
 
                            -  
     Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 
 
                            -  
     Penyerahan yang dibebaskan dari pengernaan PPN 
 
                            -  
Jumlah 
 
 1.903.349.630,00  
Tidak Terutang PPN 
 
                            -  
Jumlah Seluruh Peyerahan 
 
 1.903.349.630,00  
Jumlah Peredaran Usaha menurut SPT PPh (Laporan Rugi/Laba) Formulir 1771 
     Penjualan Bruto 
 
  1.867.734.731,00  
     Dikurangi 
            Potongan Penjualan 
 
          (785.101,00) 
          Retur Penjualan 
       Laba atas Penjualan Aktiva Tetap Kendaraan 
 
       30.000.000,00  
     Jumlah Peredaran Usaha 
 
  1.896.949.630,00  
Selisih Peredaran Usaha 
 
       (6.400.000,00) 








KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
       Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebagaimana telah dibahas pada 
bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 
1. Dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, perusahaan belum 
melaporkan peredaran usaha sesuai dengan ketentuan peredaran usaha 
berdasarkan UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 
Tahun 2008. Perusahaan melaporkan bonus cuma-cuma yang diberikan 
kepada pelanggan sebagai komponen penjualannya. Selain itu, diskon 
penjualan yang diberikan kepada pelanggan karena pembayaran yang 
dilakukan lebih cepat, dikelompokkan sebagai biaya usaha. Sedangkan, 
untuk pelaporan SPT Masa PPN selama tahun 2014, perusahaan sudah 
melaporkan peredaran usaha sesuai dengan UU No.8 tahun 1983 
Tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan UU No.42 Tahun 2009, kecuali untuk bulan Agustus. 
Pada bulan ini, perusahaan menjual aktiva tetap dan memeroleh laba 
sebesar Rp 30.000.000,00, tetapi perusahaan tidak memungut PPN-nya. 
2. Proses ekualisasi peredaran usaha dilakukan dengan cara 
membandingkan laporan SPT Masa PPN dengan Laporan SPT Tahunan 
PPh Badan, mengumpulkan data peredaran usaha pada buku besar 
(yang menjadi dasar pelaporan SPT Tahunan PPh Badan) dan SPT Masa 
PPN, membandingkan data yang diperoleh, kemudian menganalisis 




3. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan peredaran usaha pada PT 
Padma Pacific Sukses adalah uang muka pelanggan. Selain itu, 
perusahaan menjual aktiva tetapnya dan memeroleh laba sebesar Rp 




       Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan oleh 
peneliti yaitu sebagai berikut. 
1. Diskon penjualan yang diberikan kepada pelanggan karena pembayaran 
yang dilakukan lebih cepat, sebaiknya dikelompokkan sebagai pengurang 
peredaran usaha, sehingga peredaran usaha yang dilaporkan 
perusahaan sesuai dengan ketentuan UU No.7 Tahun 1983 Tentang 
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan UU No.36 Tahun 2008. 
2. Bonus cuma-cuma bukan bagian dari penjualan, sehingga perusahaan 
sebaiknya mengkreditkannya ke akun bonus cuma-cuma yang diberikan, 
yang pada akhirnya akan memengaruhi harga pokok penjualan, bukan 
penjualan agar peredaran usaha yang dilaporkan perusahaan sesuai 
dengan ketentuan UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 
Tahun 2008. 
3. Setiap transaksi perlu diperhatikan mengenai penyerahan yang dilakukan 
termasuk BKP ataupun JKP yang harus dipungut PPN-nya. Jika 
penyerahan tersebut termasuk dalam penyerahan BKP ataupun JKP, 
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